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Abstrak
Penelitian ini bertujuan: (1) menjelaskan pengaturan dispensasi perkawinan bagi anak di bawah umur dalam kerangka prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014; dan (2) mengidentifikasi serta menganalisis pertimbangan hakim dalam menolak atau menerima permohonan dispensasi pada Putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 34/Pdt.P/2015/PA.Mkd. Penelitian bersifat yuridis-normatif dengan sumber hukum primer, sekunder, dan tersier; pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun undang-undang menetapkan usia minimal menikah 19 tahun, mekanisme dispensasi sebagaimana dimediasi oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta perubahan melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dan Pedoman Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 memungkinkan pemberian pengecualian atas permohonan orang tua dengan alasan mendesak dan bukti yang memadai, dengan tujuan memastikan pemenuhan kepentingan terbaik anak serta akuntabilitas proses peradilan. Dalam perkara Pengadilan Agama  Mungkid tersebut, majelis menolak permohonan karena pemohon tidak memenuhi batas usia minimal (18 tahun 2 bulan), dan pertimbangan hakim menitikberatkan pada aspek kepentingan terbaik anak, kesiapan fisik dan psikologis, tujuan perkawinan, kewajiban orang tua, serta kajian yuridis dan sosiologis; putusan menegaskan dispensasi sebagai pengecualian yang ketat dan selaras dengan prinsip perlindungan anak serta Peraturan Mahkamah Agung No. 5/2019.
   Kata Kunci: Dispensasi, Dibawah Umur, Perkawinan.
Abstract
This study aims to: (1) explain the regulation of marriage dispensation for minors within the framework of child protection principles as stipulated in Law No. 35 of 2014; and (2) identify and analyze the judge's considerations in rejecting or accepting a dispensation request in the Mungkid Religious Court Decision Number 34/Pdt.P/2015/PA.Mkd. The research is juridical-normative in nature with primary, secondary, and tertiary legal sources; data collection was conducted through literature studies and analyzed descriptively qualitatively. The results of the study indicate that although the law stipulates a minimum marriage age of 19 years, the dispensation mechanism as mediated by Law No. 1 of 1974 and amendments through Law No. 16 of 2019 and the Supreme Court Regulation Guidelines No. 5 of 2019 allows for the granting of exceptions upon parental requests for urgent reasons and sufficient evidence, with the aim of ensuring the fulfillment of the child's best interests and the accountability of the judicial process. In the Mungkid Religious Court case, the panel rejected the petition because the applicant did not meet the minimum age limit (18 years and 2 months). The judge's considerations focused on the child's best interests, physical and psychological readiness, the purpose of marriage, parental obligations, and legal and sociological considerations. The decision affirmed the dispensation as a strict exception and in line with the principles of child protection and Supreme Court Regulation No. 5/2019.
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1. Latar Belakang 
Perkawinan merupakan tonggak penting dalam kehidupan seseorang. Selain menempatkan kedua pihak pada fase kehidupan yang berbeda, pernikahan secara otomatis mengubah status sosial mereka dan menimbulkan berbagai kewajiban serta tanggung jawab yang besar. Pelaksanaan kewajiban tersebut menuntut kesungguhan karena bukan perkara mudah; oleh karena itu kedua calon mempelai harus memiliki kesiapan yang matang, baik secara fisik maupun psikologis. Kesiapan ini mutlak diperlukan karena kehidupan rumah tangga memerlukan komitmen dan kerja keras, bukan sikap yang setengah hati atau kondisi fisik dan mental yang kurang memadai (Hariati & Salat, 2023).
Perkawinan idealnya merupakan komitmen seumur hidup, bukan suatu hubungan sementara; namun tidak semua individu memahami hakekat dan tujuan pernikahan yang sesungguhnya, yaitu mewujudkan kebahagiaan keluarga. Penetapan batas usia menikah memiliki peranan penting karena pernikahan menuntut kematangan psikologis kesiapan mental harus dipenuhi selain kesiapan finansial. Menikah pada usia yang terlalu muda berisiko meningkatkan angka perceraian karena kurangnya tanggung jawab dan kecenderungan mempertahankan ego masing-masing, sehingga perselisihan lebih mudah terjadi. Keberhasilan rumah tangga umumnya ditandai oleh kesiapan kedua pihak untuk memikul tanggung jawab bersama dan pemahaman yang jelas tentang hak serta kewajiban masing-masing. Meskipun ada ketentuan hukum yang menetapkan batas usia minimal perkawinan, praktik perkawinan anak masih sering dijumpai di masyarakat (Apriyanti, 2021).
Perkawinan pada usia anak menimbulkan berbagai dampak negatif, mencakup aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, serta efek psikologis ketika seorang perempuan di bawah umur segera menjalankan peran sebagai ibu. Dampak psikologis tersebut berpotensi memengaruhi perkembangan anak-anak yang dilahirkannya. Dalam kerangka yang lebih luas, perkawinan anak berisiko merugikan kesehatan karena individu pada usia tersebut belum mencapai kematangan reproduksi yang ideal. Selain itu, praktik ini juga meningkatkan kemungkinan terjadinya eksploitasi dan kekerasan terhadap anak (Maula, 2019).
Perkawinan di bawah umur hingga kini masih menjadi isu kompleks yang memunculkan perdebatan di berbagai kalangan. Di Indonesia, praktik tersebut tetap berlangsung meskipun terdapat regulasi yang jelas mengatur batas usia minimal perkawinan. Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak didefinisikan sebagai individu yang belum berusia 18 tahun. Oleh karena itu, perkawinan di bawah umur dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak-hak anak yang dijamin oleh undang-undang. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan kewajiban negara untuk melindungi anak dari tindakan yang dapat merugikan masa depannya, termasuk praktik perkawinan di usia muda. Dalam ketentuan tersebut, anak secara tegas didefinisikan sebagai individu di bawah 18 tahun sehingga pernikahan yang melibatkan mereka melanggar prinsip perlindungan anak. Namun demikian, permohonan dispensasi kawin di Indonesia tetap banyak diajukan. Data Badan Peradilan Agama menunjukkan bahwa pada periode 2019–2022 terdapat ribuan permohonan dispensasi yang diterima dan dikabulkan pengadilan (Mustajab, 2023).
Untuk menanggapi persoalan tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Aturan ini menekankan bahwa permohonan dispensasi harus disertai alasan mendesak serta bukti kuat bahwa pernikahan tidak akan merugikan kepentingan anak. Namun dalam praktiknya, implementasi peraturan ini masih belum optimal, khususnya dalam memastikan bahwa alasan yang diajukan benar-benar mendesak. Beberapa pengadilan bahkan cenderung mengabulkan permohonan hanya dengan dasar faktor ekonomi atau tekanan keluarga tanpa memperhatikan dampak jangka panjang terhadap anak.
Aturan dispensasi kawin sebagaimana diatur dalam PERMA No. 5 Tahun 2019 menegaskan bahwa keterangan anak wajib didengar oleh hakim untuk mencegah adanya kekerasan atau pelanggaran hak anak. Hakim juga diwajibkan memberikan nasihat kepada para pemohon, calon suami istri, anak, maupun orang tua mereka dalam proses persidangan. Namun kenyataannya, perkawinan anak masih banyak terjadi di berbagai daerah. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi belum sepenuhnya efektif dalam menekan angka perkawinan dini.
Implementasi PERMA No. 5 Tahun 2019 diharapkan menjadi instrumen penting dalam upaya mengurangi praktik perkawinan di bawah umur. Penerapan ketentuan ini diharapkan pula dapat meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat serta kesadaran mengenai risiko perkawinan dini. Meski demikian, angka pernikahan anak terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, menjadikannya sebagai masalah berkelanjutan di banyak negara termasuk Indonesia. Faktor penyebab perkawinan dini di Indonesia sangat beragam, mulai dari kondisi ekonomi, tradisi lokal, rendahnya pendidikan, hingga pengaruh pergaulan bebas yang menjadi faktor dominan.
Sebelum diterbitkannya PERMA No. 5 Tahun 2019, praktik pemberian dispensasi perkawinan cenderung lebih longgar sebagaimana tergambar dalam Putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 34/Pdt.P/2015/PA.Mkd. Dalam kasus tersebut, permohonan dispensasi pernikahan di bawah umur ditolak dengan pertimbangan sosial dan budaya tanpa rujukan pada ketentuan ketat yang berlaku setelah PERMA diterbitkan. Hal ini memperlihatkan adanya perbedaan mendasar antara praktik yuridis sebelum dan sesudah berlakunya PERMA No. 5 Tahun 2019, khususnya dalam menilai kesiapan psikologis, pendidikan, dan kesejahteraan anak. Dengan demikian, kajian terhadap putusan tersebut penting untuk memahami sejauh mana PERMA No. 5 Tahun 2019 berpengaruh terhadap praktik peradilan dalam perkara dispensasi perkawinan di bawah umur. Penelitian ini akan membahas terkait analisis pengaturan dispensasi perkawinan di bawah umur sesuai dengan prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang–Undang No. 35 Tahun 2014 dan analisis pertimbangan hakim dalam memutuskan dispensasi perkawinan di bawah umur dalam Putusan PA Mungkid Nomor 34/Pdt.P/2015/PA.Mkd Pertimbangan Hakim
2. Metode 
Metode penelitian yuridis normatif dalam studi ini tidak hanya berfokus pada kajian norma hukum yang tertulis, melainkan juga menelaah penerapannya dalam praktik, khususnya melalui putusan pengadilan terkait permohonan dispensasi perkawinan. Metode ini diterapkan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan beserta konsep hukum yang berkaitan dengan dispensasi kawin. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, yakni dengan menelaah serta mengevaluasi regulasi yang relevan dengan permasalahan penelitian. Pendekatan selanjutnya Adalah pendekatan kasus yang mengacu pada Putusan PA Mungkid Nomor 34/Pdt.P/2015/PA.Mkd. Proses penelitian mencakup kegiatan identifikasi dan inventarisasi peraturan yang berlaku, pengujian kesesuaian antar-tingkat norma dalam hierarki peraturan perundang-undangan, serta penafsiran ketentuan hukum melalui pendekatan gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis guna menemukan maksud serta tujuan norma hukum (Dantes et al., 2024). Pendekatan perundang-undangan ini digunakan untuk menganalisis norma hukum yang berkaitan (Diantha, 2016).
Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan (Diantha, 2016). Bahan hukum sekunder mencakup literatur, artikel jurnal, hasil penelitian, serta pandangan para ahli yang relevan dengan topik penelitian. Sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedi, serta referensi lain yang memberikan penjelasan tambahan terhadap konsep hukum yang digunakan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen dengan mengkaji berbagai dokumen hukum terkait, seperti undang-undang, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang membahas isu perkawinan anak maupun praktik dispensasi kawin (Ramdhan, 2021). Selanjutnya, teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, dengan tujuan untuk mendeskripsikan sekaligus mengkaji fenomena hukum yang timbul dalam praktik pemberian dispensasi perkawinan.

3. Hasil dan Pembahasan 
3.1 Analisis Pengaturan Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan berdasarkan ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; selain itu, setiap perkawinan wajib dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban pencatatan tersebut berfungsi sebagai alat legitimasi formal yang menjamin kepastian hukum, perlindungan hak-hak keluarga, serta kepastian status hukum bagi pihak ketiga (Hatiku et al., 2025). Dari perspektif akademik dan praktis, kewajiban ini menjadi instrumen penting untuk mencegah pernikahan yang menyalahi ketentuan usia dan untuk memastikan akses terhadap perlindungan hukum bagi anak dan pasangan. Dalam kajian literatur, aspek formalitas pencatatan dan kesesuaian dengan ketentuan agama dipandang sebagai landasan utama pengakuan negara atas suatu ikatan perkawinan (Adhyaksa et al., 2021).
Dispensasi kawin di bawah umur merupakan mekanisme hukum yang memungkinkan penyimpangan terhadap syarat usia minimal perkawinan yang ditetapkan undang-undang, yakni 19 tahun bagi calon suami maupun calon istri sesuai Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2019. Penyimpangan tersebut hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua salah satu atau kedua calon mempelai, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang yang sama; permohonan ini diarahkan kepada hakim atau pejabat lain yang ditunjuk. Prosedur penilaian permohonan dispensasi diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019, yang memberikan pedoman mengenai tolak ukur substantif dan proses pemeriksaan di pengadilan sehingga permohonan tidak hanya dinilai dari aspek administratif semata (Markis et al., 2023). Putusan-putusan praktis, misalnya Putusan PA Mungkid Nomor 34/Pdt.P/2015/PA.Mkd, menggambarkan bagaimana pengadilan mempertimbangkan unsur-unsur seperti kematangan psikososial calon, alasan sosial-ekonomi, dan kepentingan perlindungan anak dalam memutuskan kelayakan pemberian dispensasi. Menurut ketentuan Undang-Undang Perkawinan, syarat sahnya perkawinan meliputi:
1) Adanya persetujuan dari kedua calon mempelai; 
2) Terpenuhinya batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan, yakni 19 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan; serta 
3) Diperolehnya izin dari orang tua bagi anak yang belum mencapai umur 21 tahun. Jika salah satu orang tua meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendak, izin cukup diberikan oleh orang tua yang masih hidup atau yang mampu; apabila kedua orang tua meninggal atau sama-sama tidak mampu menyatakan kehendak, maka persetujuan diberikan oleh wali, orang yang merawat, atau keluarga yang mempunyai hubungan darah lurus ke atas selama mereka masih hidup dan mampu menyatakan kehendak (Adhyaksa et al., 2021).
Ketentuan mengenai dispensasi perkawinan yang telah dijelaskan sebelumnya menetapkan adanya batas usia minimal bagi kedua calon mempelai. Namun demikian, Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan memberikan pengecualian terhadap ketentuan usia tersebut (Adhyaksa et al., 2021). 
1) “Perkawinan hanya diperbolehkan apabila calon suami dan calon istri masing-masing telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun. 
2) Dalam hal terjadi penyimpangan dari ketentuan pada ayat (1), permohonan dispensasi dapat diajukan kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh orang tua kedua belah pihak calon mempelai. 
3) Ketentuan mengenai keadaan salah satu atau kedua orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-Undang ini juga berlaku pada permohonan dispensasi menurut ayat (2) pasal ini, dengan ketentuan Pasal 6 ayat (6) tetap tidak berkurang penerapannya.” 
Sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang tentang Perkawinan, setiap penyimpangan terhadap batas usia minimal mensyaratkan adanya dispensasi dari pengadilan sebelum suatu perkawinan dapat dilangsungkan. Dalam praktiknya, orang tua calon mempelai sering mengajukan permohonan dispensasi kepada Pengadilan Agama agar anak mereka yang belum memenuhi batas usia diberi izin menikah (Maharani & Pranoto, 2025).  Alasan yang diajukan beragam, salah satunya adalah kedekatan hubungan antara kedua calon yang dianggap menyulitkan penundaan pernikahan. Selain itu, dalam beberapa perkara permohonan dispensasi didasari oleh fakta bahwa kedua calon telah menjalin hubungan layaknya suami-istri di luar ikatan pernikahan, sehingga pernikahan segera dipandang perlu (Markis et al., 2023).
Dalam pelaksanaannya, Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 menetapkan bahwa dispensasi dari Pengadilan Agama merupakan penetapan yang memberikan izin kepada calon mempelai laki-laki dan/atau perempuan yang belum mencapai usia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan (Pasal 1 ayat (2) huruf g). Ketentuan tersebut menegaskan peran Pengadilan Agama sebagai otoritas yang berwenang menilai dan menentukan kelayakan pemberian dispensasi. Oleh karenanya, apabila salah satu atau kedua calon belum memenuhi batas usia yang ditetapkan, pelaksanaan perkawinan hanya dimungkinkan setelah diperoleh dispensasi sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) peraturan tersebut. Proses pemberian dispensasi di pengadilan umumnya mensyaratkan pemeriksaan alasan-alasan yang diajukan serta kepatuhan terhadap norma hukum yang relevan (Adhyaksa et al., 2021).
[bookmark: _Toc204126907]3.2 Analisis Pengaturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019
Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 pada 21 November 2019 sebagai respons terhadap perubahan ketentuan usia perkawinan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (yang mengubah UU No. 1 Tahun 1974), yang menetapkan bahwa pernikahan hanya dapat dilangsungkan oleh pria dan wanita yang telah mencapai usia 19 tahun. Penerbitan PERMA ini memberikan landasan prosedural bagi pemeriksaan permohonan dispensasi kawin yang diajukan apabila terjadi penyimpangan terhadap batas usia tersebut; ayat (2) Pasal 7 memungkinkan orang tua kedua belah pihak mengajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang mendesak dan bukti memadai (Novita & Syofiarti, 2024). Dengan demikian, PERMA mengisi kekosongan teknis dalam perundang-undangan yang sebelumnya belum mengatur secara rinci mekanisme pemeriksaan dispensasi. Keberadaan pedoman ini penting untuk memastikan bahwa permohonan dispensasi diproses secara formal dan dapat dipertanggungjawabkan di muka pengadilan (Said et al., 2023). 
Dalam konsideransnya, PERMA menegaskan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan yang berhak memperoleh perlakuan yang menjunjung harkat dan martabat serta kesempatan yang setara untuk tumbuh dan berkembang, sehingga setiap tindakan terhadap anak harus berlandaskan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (best interests of the child). Landasan tersebut, termasuk Konvensi Hak Anak, menjadi rujukan normatif bagi hakim dalam menilai urgensi dan bukti yang diajukan dalam permohonan dispensasi kawin. Secara substantif, PERMA mengatur ruang lingkup persyaratan administrasi, tahapan pemeriksaan permohonan, aspek-aspek yang wajib diperhatikan dan dipertimbangkan oleh hakim, serta kualifikasi hakim yang berwenang mengadili perkara dispensasi kawin (Novita & Syofiarti, 2024). Studi terhadap putusan, antara lain Putusan PA Mungkid Nomor 34/Pdt.P/2015/PA.Mkd, dapat dijadikan contoh bagaimana prinsip-prinsip dan ketentuan dalam PERMA diaplikasikan dalam praktik peradilan tanpa mengubah norma yang ditetapkan oleh peraturan tersebut.
3.3 Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Putusan PA Mungkid Nomor 34/Pdt.P/2015/PA.Mkd 
Hakim Pengadilan Agama adalah pejabat negara yang diberi otoritas untuk menyelesaikan dan memutus perkara secara adil berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Pelaksanaan kewenangan tersebut seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat sehingga setiap putusan diharapkan mampu menjamin kemaslahatan serta perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan. Dalam praktik peradilan agama, putusan mengenai permohonan dispensasi kawin menunjukkan peran strategis hakim dalam menyeimbangkan kepastian hukum dan nilai-nilai sosial. Oleh karena itu, kualitas pertimbangan hukum yang dikemukakan majelis merupakan determinan penting terhadap legitimasi putusan.
Secara yuridis, permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama hanya dapat berakhir dengan dua alternatif putusan: mengabulkan atau menolak permohonan. Putusan mengabulkan diberikan apabila duduk perkara dan pertimbangan hukum majelis dinilai sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan yang relevan. Sebaliknya, putusan menolak muncul ketika fakta persidangan dan landasan yuridis tidak memenuhi syarat yang ditetapkan. Penjelasan ini selaras dengan kajian doctrinal yang merinci alasan pengabulan dan penolakan dalam praktik peradilan agama (Setiasih, 2017).
Pemberian dispensasi kawin menghadirkan tantangan etis dan praktis bagi hakim karena terdapat potensi persepsi bahwa dispensasi merupakan legalisasi perkawinan anak. Oleh sebab itu, hakim yang menangani perkara dispensasi perlu melakukan ijtihad dan penafsiran kontekstual, bukan sekadar rujukan pada norma positif semata. Penafsiran semacam ini mensyaratkan pemeriksaan fakta persidangan secara komprehensif serta pemikiran yuridis yang mempertimbangkan aspek kemanfaatan. Pendekatan tersebut ditegaskan sebagai kewajiban hakim agar putusan memiliki nilai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan (Markis et al., 2023).
Dalam menilai permohonan dispensasi, majelis wajib menganalisis dua dimensi utama, yakni alasan yang mendukung penerimaan serta alasan yang mendasari penolakan permohonan. Analisis mendalam atas kedua dimensi ini penting agar keputusan yang dihasilkan benar-benar menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prinsip utama. Hal ini sejalan dengan amanat perlindungan anak dan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Kajian praktik menunjukkan bahwa pertimbangan yuridis harus diperkaya oleh perspektif sosiologis demi konsistensi perlindungan anak (Novita & Syofiarti, 2024). 
Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 mengarahkan hakim untuk memasukkan pertimbangan yang lebih luas, termasuk nilai-nilai hukum tidak tertulis dan kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat. Selain itu, instrumen internasional seperti Konvensi Hak Anak (KHA) yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 menjadi rujukan normatif untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi secara universal. Norma-norma tersebut menegaskan prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup dan berkembang, serta penghormatan terhadap pendapat anak (Setyawati & Rusli, 2024). Dengan demikian, pertimbangan hakim harus merefleksikan harmonisasi sumber hukum formal dan nilai sosial budaya setempat.
Dalam Putusan PA Mungkid Nomor 34/Pdt.P/2015/PA.Mkd, Majelis Hakim terlebih dahulu mengidentifikasi identitas para pihak dan maksud permohonan, yakni rencana perkawinan seorang pemohon yang berada di bawah batas usia minimal. Fakta awal menunjukkan bahwa Penghulu KUA setempat menolak pencatatan karena belum terpenuhinya syarat usia, sehingga muncul benturan antara keinginan keluarga dan kepatuhan terhadap hukum positif. Majelis secara rinci mencatat alasan sosial dan agama yang diajukan pemohon sebagai dasar permohonan dispensasi. Penguraian fakta ini menjadi landasan awal bagi majelis untuk menilai urgensi dan kesesuaian alasan permohonan dengan ketentuan hukum.
Selama proses persidangan, Majelis Hakim memberikan nasihat kepada pemohon agar mempertimbangkan kembali niat menikahkan anak di bawah umur, tindakan yang mencerminkan komitmen peradilan agama terhadap perlindungan anak. Nasihat tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berfokus pada aspek prosedural, tetapi juga memperhatikan maslahat dan kemaslahatan individu yang menjadi subjek perkara. Meski demikian, majelis tetap menghormati hak beracara pemohon dengan mencatat keteguhan pihak pemohon dalam risalah sidang sebagai bahan pertimbangan. Pencatatan sikap pemohon ini selanjutnya dimanfaatkan majelis untuk mengevaluasi bobot alasan yang diajukan.
Dalam pertimbangan substantif, Majelis membandingkan usia pemohon yang baru berusia 18 tahun lebih 2 bulan dengan ketentuan usia minimal calon suami sebesar 19 tahun menurut Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974. Kekurangan sepuluh bulan tersebut dinilai bersifat substansial karena berkaitan langsung dengan kesiapan fisik, psikis, dan tanggung jawab menjalankan rumah tangga. Penentuan angka bulan secara spesifik mencerminkan ketelitian majelis dalam menerapkan ketentuan undang-undang secara tekstual dan sistematis. Dengan demikian, aspek formalitas usia menjadi tolok ukur penting dalam menilai kelayakan dispensasi.
Majelis Hakim dalam putusan tersebut juga memaknai dispensasi sebagai pengecualian (excepcional) yang hanya dapat diberikan dalam keadaan tertentu dan tidak bersifat otomatis. Kekhawatiran terhadap potensi penyalahgunaan dispensasi mendorong majelis untuk membatasi ruang pemberian dispensasi agar tidak mengubah tujuan pembatasan usia sebagai upaya perlindungan anak. Keprihatinan pihak pemerintah daerah, seperti Bupati Magelang, atas tingginya angka permohonan dispensasi turut diikutsertakan sebagai pertimbangan sosiologis. Pendekatan integratif antara pertimbangan yuridis dan sosiologis ini memperlihatkan upaya majelis untuk menyeimbangkan norma hukum dan dinamika sosial.
Majelis selanjutnya merujuk pada tujuan perkawinan yang diatur dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal (sakinah, mawaddah, rahmah), sebagai tolok ukur kesiapan calon pasangan. Rujukan tersebut menegaskan bahwa institusi perkawinan membutuhkan kesiapan fisik, mental, dan sosial sehingga tidak semata-mata dilihat sebagai formalitas administrasi. Majelis juga menekankan tujuan pembatasan usia untuk melindungi kesehatan calon suami-isteri dan keturunan sesuai penjelasan Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974. Oleh karena itu, bukti kesiapan biologis dan psikologis menjadi elemen penting yang harus dibuktikan oleh pemohon jika hendak mendapatkan dispensasi.
Akhirnya, Majelis Hakim menempatkan pertimbangan hukum positif, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, dan ketentuan perlindungan anak seperti Pasal 26 huruf (c) UU No. 23 Tahun 2002 sebagai landasan penolakan terhadap permohonan dispensasi dalam perkara tersebut. Keseluruhan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan tujuan hukum perkawinan menunjukkan keseriusan majelis dalam menerapkan asas perlindungan anak dan prinsip pembatasan dispensasi. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut secara terpadu, majelis memutuskan untuk menolak permohonan dispensasi sebagaimana termuat dalam putusan PA Mungkid tersebut. Keputusan ini merefleksikan konsistensi peradilan agama dalam menjaga ketertiban beracara dan perlindungan terhadap anak.

4. Simpulan
Pengaturan dispensasi perkawinan di bawah umur dalam Undang-Undang Perkawinan dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 pada dasarnya bertujuan menjembatani kebutuhan hukum tanpa mengabaikan prinsip perlindungan anak sebagaimana diamanatkan UU No. 35 Tahun 2014, sehingga dispensasi menjadi pengecualian yang hanya dapat diberikan setelah hakim mempertimbangkan bukti dan alasan yang meyakinkan berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. PERMA 5/2019 mempertegas aspek prosedural dan substantif yang harus dipenuhi, termasuk penilaian kematangan psikososial calon, alasan sosial-ekonomi, persetujuan orang tua, dan kewajiban pencatatan nikah agar putusan tidak sekadar administratif. Studi Putusan PA Mungkid Nomor 34/Pdt.P/2015/PA.Mkd memperlihatkan bahwa hakim menerapkan pendekatan yuridis, sosiologis, dan normatif secara terpadu, termasuk ijtihad kontekstual mengenai kesiapan biologis, psikologis, serta dampak sosial perkawinan anak, namun juga menegaskan perlunya penerapan ketat agar dispensasi tidak menjadi celah yang melemahkan perlindungan anak. Kesadaran masyarakat mengenai batas usia minimal dan risiko perkawinan anak perlu ditingkatkan melalui edukasi terpadu yang melibatkan orang tua, tokoh adat, dan pemuka agama agar dispensasi benar-benar diajukan hanya dalam kondisi mendesak. Pengadilan Agama juga perlu memperkuat mekanisme verifikasi dengan keterlibatan psikolog, tenaga kesehatan, atau pekerja sosial sesuai kebutuhan, serta menerapkan standar dokumentasi alasan mendesak secara konsisten demi transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah pusat dan daerah harus memperkuat kebijakan pencegahan perkawinan anak melalui pelatihan aparat desa, integrasi materi edukasi dalam kurikulum, dan pengembangan sistem pemantauan lintas-instansi agar perlindungan anak berlangsung berkelanjutan dan permohonan dispensasi dapat diminimalkan.
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